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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 24 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINSTRATIFBATURAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemguan daam wilayah
Proping Daerah Tingkat | Sumatera Sdatan pada umumnya dan dalam
wilayah Kecamatan Kota Baturga pada khususnya, dipandang perlu untuk
mengatur penyelenggaraan  pemerintahan wilayah secara khusus guna
menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemauan dimaksud
sesual aspiras masyarakat di wilayah Kecameatan Kota Batu- raja;

b. bahwa perkembangan dan kemgjuan wilayah Kecamatan Kota Baturgja telah
menunjukkan ciri dan dfat penghidupan perkotaan yang memerlukan
pembinaan serta pengaturan penyeenggaraan pemerintahan secarakhusus,

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 72 ayat (4)
dan Pasal 75Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administretif Baturga perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

1. Pasd 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumeatera Sdatan dan Undang-undang
Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun
1955 Nomor 52), sebaga Undang-undang (Lembaran Negara. Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat |1 termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
Sdlatan sebagal Undang-undang (Lembaran Negera Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);
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4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetgpkan . PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA
ADMINISTRATIF BATURAJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a Daerah adalah Daerah Otonom sebagamana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Wilayah Adminigtratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasd 72 ayat (4) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

c. Wilayah Kecamatan Kota Baturga addah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 69/1965 tangga 16 Nopember 1965.

BAB II
TUJJAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Baturga adalah untuk meningkatkan  kegiatan
penydenggaraan pemerintahan secara berhasl guna dan berdaya guna dan merupakan sarana bagi

pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan lgju pembangunan.

BAB Il
KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAY AH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota Administratif Baturga bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingakt 11 Ogan Komering Ulu.

(2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Ogan Komering Ulu berkedudukan di Kota Adminigtretif
Baturga

(3) Ddam rangka memperlgu pengembangan wilayah Kota Adminidratif Baturga, maka gpabila
dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Selatan dapat menydenggarakan
pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Baturaja
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Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Baturaja menyeenggarakan fungs-fungs sebagai berikut :

a meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan
politik, ekonomi, sosid, dan budaya perkotaan,

b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosa ekonomi serta fisk
perkotaan;

¢. mendukung dan merangsang secara timba balik bank perkembangan wilayah Proping Daerah
Tingkat | Sumatera Sdatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Ogan
Komering Ulu pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Adminidratif Baturga, meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Kota Baturga, yang
terdiri dari :
Desa Air Gading;
Desa Tadang Jawa Talang Bandung;
Desa Tanjung Agung;
Desa Saung Naga;
Desalaya;
Desa Pusar;
Desa Batukuning;
Desa Karang Agung;
DesaKarang Endah;
. DesaTanjung Karang;
. DesaBatuputih;
. Keurahan Kampung Pasar Lamg;
. Keurahan Kampung Pasar Baru;
Kelurahan Dusun Baturgg;
Desa Tanjung Bary;
Desa Sukaraya;
DesaKemdaga
Desa Sukgjadi;
Desa Tanjung Kemdg;
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Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wila yah Kota Adminigratif
Baturgiadibagi atas 2 (dua) kecamatan baru yaitu :

a Wilayah Kecamatan Baturgja Barat, terdiri dari :

Desa Air Gading,

Desa Talang JawalTdang Bandung,

Desa Tanjung Agung,

Desa Saung Naga, 5 .Desa Laya,

Desa Pusar;
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